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MENTERI DALAM NEGEFI 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 202C 

TENTANG 

PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN KZUANGAN DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

‘DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA =SA 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIX INDONESIA, 

bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata keicla 

keuangan daerah, perlu dilaxukan pengukuran -ndexs 

pengelolaan keuangan daerak; 

bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan permbinaan 

terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah 

daerah provinsi dan gubernur sebagai wekil pemerintah 

pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota; 

bahwa berdasarkan percimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentarg Pengukuran 

Indeks Pengelolaan Keuangar Daerah; 

Pasal 17 ayat (3) Uncang-Undang Dasar Negara Repuclik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 3¢ Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lemparan Negara Repuclik 

Indonesia Tahun 20C8 Nomor 166, Tambahan Lerberan 

Negara Republik Indcnesia Nomor 4916); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Repuvlik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lemberan



Menetapkan 
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Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana 

telan beberapa kali diubah, terakhir dengen Unrdang- 

Uncang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan “edua 

atas Undang-Uncang Nomor 23 Tahun 201¢ <centang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reputlik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembkaran 

Negara Republik Indenesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 centang 

Perm binaan dan Pengawasan Penvelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indenesia Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 <entang 

Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2919 Nomor 42, Tambahan 

Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor €322); 

Peraturan Presiden Nomor il Tahun 2015 centang 

Kementerian Dalam Negeri (Llembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DA} RAH. 

BAB I 

KATENTUAN JMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Indeks Pengelolaan Keuangar. Daerah yang se_anutrya 

disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapxan 

berdasarkan seperangkat dimensi dan indikater wunotck 

menilai xualitas kinerja tata kelola keuangar Ccaerah 

yang efektif, cfisien, transparan, dan akuntabel dalam 

periode tertentu. 

Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daeran yang 

selanjutnya disebut Dimensi IPKD adalah suetu besaran
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yang terdiri dari indikator-incikator 2engukuran indeks 

pengelolaan keuangan daerah 

Pengelolaan Keuangan Daerah ecalah keseluruhen 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengenggaran, 

pelaksanaan, penatausahaar, pelaporan, 

perzanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan dacrah yang mermimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerén yang 

selanjucnya disingkat RPJMD adalah doxumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selazjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah vyarg 

selanjutrya disingkat REPD adalah doxumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Beilanja 

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah doxumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belan‘a, dan 

pembiayean serta asumsi yang mendasarinya untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara varg 

selanjucrya disingkat PPAS acalah program priorites dan 

patekan batas maksimal enggaran yang diserikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 

acuan delam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

Perangkat Daerah. 

Anggarar. Pendapatan Belanje Daerah yang selazjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Laporan Keuangan Pemerintan Daerah yang selazjutnya 

disingkat LKPD adalah bentuk pertangeungjawaban 

penge.claan keuangan daerak selaku entitas pelaporan 

selama satu pericde pelaporan. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
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adalah laporan pemeriksaar atas LKPD untuk <ehun 

pelaporan. 

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

Badan Penelitian dar. Pengembangan Kementeriar. Dalem 

Negeri yang selarjutnya disebut Badan  L:toarg 

Kemendegri adalah satuan unit kerja Kementerian 

Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan di bidang pemer:ntahan 

dalam negeri. 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

a. mengukur kinerja tata keleia keuangan daerah yang 

efektif, eisien, transparan dan akurntabel dalam pericde 

tertentu; 

memacu dan memotivasi semerintah provinsi dan 

kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja 

Pengeiclaan Keuangan Daerah: 

melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPED bagi 

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, 

memberixan penghergaan kepada Pemerintah Deerah 

yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara 

nasional; dan 

meningxetkan peran Aparat Pengawas (irternal 

Pemerintah dalam mewujudken pengawasan Pengelolean 

Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel. 

BAB II 

EEWENANGAN DAN SUMBER DATA 

PENGUKURAN INDEKS P=NGELCLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 3 

Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri 

melekusan pengukuran IPKD vrovinsi. 

Guibernur sebagai wakil Pemerinitah Pusat melalui bacan 

penelitian dan pengembangan daerah provins. atau



sebutan lain melakukan pengukuran IPKD 

kabupaten / kota. 

Pengukuran IPKD sebagaimana dimaxsud pada ayat (1) 

can ayat (2) dilakukan terhadap dokumen perencanaan 

pembarguinan daerah, perganggaran, pelaxtanaan, 

penyerapan anggaran, dan Laroran Hasil Pemeriksaan 

atas LKPD 1 (satu) tahun sebe:um tahun berjalan. 

Pasal 4 

Pengukuran IPKD sebagaimarna dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan deta yang 

bersumber dari: 

a. Dirextorat Jenderal Bina Pembangunan Deerah 

Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RFUMD 

dan RKPD; 

b. Dirextorat Jenderal Bina Keuangan Deereh 

Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen XUA- 

PPAS dan APBD; 

c.  Pemerintah Daerah terkait dengan dckumen 

perencanaan, pengangearan, pelaksanaan. dan 

LKPD; 

c.  Sistern Informasi Pemerintahan Daerah; 

e. Tim Evaluasi dan Pengewasan Realisasi Anggaran 

terkait dengan dokumen dan informasi penyerapean 

angearan; dan 

f Badan Pemeriksa Keuargan terkait dokumen dan 

informasi opini atas LKPLC. 

Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh zrevinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilexukan 

cengan menggunakan data yang bersumber dari: 

a. Bapveda kabupaten/kote terkait dokumen RFJMD 

dan RKPD; 

b. Badan Pengelola Keuangen Provinsi terkait dokumen 

KUA-PPAS, dan APBD; _ 

c. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Previnsi 

terkait dengan dokumen can informasi op:71i atas 

LKPS; dan
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Sistem Informasi Pemeérinzahan Daerah. 

Pasal 5 

Menteri dalam melakukan pengukuran IPKD orcvinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) 

membentuk tim yang susunar. xeanggotaannya meliputi: 

a. Penangeung Jawab : 

Kezua 

Well Ketua 

Sekretaris 

Kelompok Kerja/ 

Anggota 

Kepala Badan Perelitian can 

Pengembangan. 

Kepala Pusat Litbang 

Pemrbangunan dar keuangen 

Deerah, Badan Penelitier cen 

Pengembangan. 

Direktur Pererncanéen 

Anggaran Daerah Direktorat 

Jenderal Bina Keuangen 

Daerah. 

Kepala Bidang Keuangean 

Deerah. 

Direktur perencanaen, 

Evaluasi, dan Infermasi 

Per: bangunan Daerah 

Direktorat Jenderal B:na 

Pembangunan Daeran, 

Direktur Pelaksanaan can 

Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah Direktorat 

Jenderal Bina Keuangen 

Deerah, Kepala Bire Euckum 

Sexretariat Jenderal, Direktur 

Evaluasi Kinerja can 

Peningkatan Kapasitas 

Daerah Direktorat Cenderal 

Otonormi Daerah, dan Pejanat 

Struktural, Fungsional 

Peneliti dan/atau Fungsional 

Lannya di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri



~~
 

den Kementerian /Lembaga 

sesuai dengan kebutuhar. 

Gukernur sebaga: wakil Pemerintah Pusat melakukan 

pengukuran IPKD kabupaten/kota sebaga:mana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk tim yang 

susunan keanggotaannya meliputi: 

a. Penenggung Jawab : 

Ketua 

Cc. Wak.l Ketua 

d. Sekretaris 

oD
 Kelompok Kerja, 

Anggota 

Sekretaris Daerah Provirsi. 

Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembargan Daerah 

Previnsi Atau Sebutan La:n. 

Pejabat Pengelola Keuangaen 

Deerah. 

Sckretaris Badan Peneuitian 

den Pengembangan Daerah 

Previnsi Atau Sebutan Lain. 

Kepala Perangkat Daeran dan 

Pejabat Struktural, Fungsional 

Peneliti dan/atau Fungsional 

Lainnya di lingkungen 

Pemerintah Daerah vrevinsi 

dan/atau lembaga lain sesuai 

dengan kebutuhan. 

BAB Ill 

DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasai 6 

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: 

a. 

S 
o 

a 
9 

be
h 

kesesuaian dokurmen perencaraan dan penganggaren; 

pengaiokasian anggazan belanja daiam APBD; 

transparensi pengeloiaan keuangan daerah; 

penverapan anggarar, 

kondisi kcuangan daerah; dan 

opini Badan Pemeriksa Kevargan atas LKPD.



Pasel 7 

Kesesuaian dokumen perencanaan dan  penganggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6 huruf a mencakup 

indikator: 

a. kesesuaign nomerklatur program RPJMD dan RKFD, 

b. kesesuaign nomerklatur program RKPD dan KUA-PPAS; 

kesesuaian nomerklatur prog-am KUA-PPAS can APBD; 

d. kesesuaign pagu program: RK-D dan KUA-PPAS; dan 

e. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. 

Pasal & 

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD scebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 kuruf b mencakup: 

a. 

a 

penyediaan alokasi anggarean belanja unzuk fungsi 

pendidiken sebesar 20% (dua puluh persen); 

penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan 

kesehatan sebesar 10% (sepuiuh persen) diluar gaji; 

penyediaan elokasi anggaran delanja untuk irfrastruktur 

sebesar 25% (dua putuh lima persen) dari penerimaan 

dana trarsfer; dan 

penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenu‘i 

Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan keterntuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

Transparansi pengelclaan kecangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mencakup incikacer: 

a. ketepatan waktu; dan 

b. keteraksesan 

Ketepatan waktu sebageimana dimaksud pada avat (<) 

huruf a merupakan penguxuran terhadap penyajian 

dokumen perencanaan, peleksanaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemevintah 

Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

secara tepat wakti dengan memperhatikan “nasa 

penyajiar informasi dckumer. peling lama 30 (tiga pulun)



hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundazg-undangan. 

(3) Keteraksesan sebagaimana dimaksud pada ayat (_) huruf 

b, merupakan pengukuran terhadap penyajian dckumen 

perencanaan, pelaksanaen, pelaporan, den 

periarggungjawaban keuangar daerah vang dapat 

diakses etau diunduh secara umum dan terbuka untuk 

publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Dacran, 

sekurang-kurangrya selama Cua tahun anggaran. 

Pasal 10 

Penyerapan anggaran sebagaimarna dimaksud dalam Pasal 6 

huruf d, mencakup indikator vang disesuaikan dengan 

struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyezapar: 

a. anggaran belanja operasicnal: 

b. anggaran belanja modal; 

anggaran belanja tidak terduga. dan 

d. anggaran belanja transfer. 

Pasal 1i 

Kondisi keuargan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 hurufe mencakup indikator: 

kemandirian keuangan; 

b. fleksibiitas keuangan; 

c.  solvabilitas opevasional; 

d. solvabilitas jangka pencek; 

e.  solvabilitas jangka panjang; dan 

f. solvabilitas layanan. 

Pasal 12 

Opini Badan Permeriksa Keuangan atas LKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilekukan bercasarkan opini 

Badan Pemeriksa Keuangan atas _KPD yang diaucit selama 3 

(tiga) tahun terakhir berturut-turux.
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Pasal 13 

Untuk daerak yang masih menggunakan struktur acggaran 

belanja sesuai peraturan perundang-undangan sedelum 

berlakunya peraturan pemerirtah tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dimensi penyerapan anggeran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mengmunakan 

indikator yang meliput. penyerapar.: 

a. anggarar. belanja pegawai; 

b. anggaran belanja bunga; 

c. anggaran belanja suksidi; 

d. anggarar. belanja hibah; 

e&. anggarar belanja pentuan sosial; 

f. anggarar. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, 

g. anggarar belanja tidak terduga; 

h. anggarar. barang dar jasa; darn 

be
 

anggarar. belanja modal. 

BAB IV 

PENGUEURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal i¢ 

Penentuan bonot Dimensi IPKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 citetapkan sebagai berikut: 

a. kesesuaian dokumen perencanaan dan pengangsgearan 

sama dergan 15 (lima belas): 

b. pengalckasian anggaran belanja dalam APBD sama 

dengan 20 (dua pu:uh); 

c. transparansi Pengelo.aan Keveangan Daerah sama dengan 

15 (lima selas); 

d. penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua puluh); 

e. kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (irra veles); 

dan 

f. opini Bedan Pemeriksa Keuangan atas LKFD sama 

dengan 15 (lima belas}.
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Pasal 15 

Pemeringxatan  Aasil . pengukuran JIPKD — srevinsi 

dilakukan secara nasional. 

Pemeringkatan hasil pengukucran IPED kabupaten, kota 

dilakukan terhacap kabupaten /keta dalam regional 

masing-masing provinsi. 

Pasal 16 

Pengukuran IPKD diiakukan dengan menjumlah sevursh 

hasil verkalian masing-masing bobot dimens: dan indeks 

dimer:si. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengukuran iPKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, tercantum dalam 

Lamp:ran yang merupakan begian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal 17 

Has:l pengukuran IPKD sebegaimana dimaksud calam 

Pasal 15, dikelomrspokan ‘erdasarkan kemampuen 

keuar-gani daerah. 

Kermampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat {1) meliputi: 

a. tngel; 

b. sedang; dan 

c.  rendah. 

Pengelompokan kemampuan keuangan daereh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengen 

ketenvuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

Hasil pengukuran IPKD sebegaimana dimaksud daiam Pasal 

17 ayat (1) meltputi: 

CA. peringkat baix dergan nilai A: 

peringkat perlu perbaikan dengan nilai B; dan 

peringkat sangat pertu perbaizan dengan niiai C.



(3) 

-42- 

Pasal 19 

Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1), uncuk pemerintah provinsi ditezapkan 

setiap tahun dengan Keputusan Menteri. 

Hasil pengukuran IPKD sebageimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (2), untuk pemerintah kabupaten, kota 

ditetapkan setiap tahun dengar: Keputusan Gubernour. 

Gukernur menyampaikan laporar hasii pengusxuran 

IPKD pemerintah kabupaien/ kota sebagaimana 

dimaksuc pada ayat (2) kepada Menteri palirg lambat 

Bulan. Jui tahun bericutnya. 

Pasal 2G 

Dalam rangka pemberiazt penghargaan kepeda 

Pemerintah Daerah provins:, daerah kabupaten dan 

daeran kota atas pengukuran IPKD dengan nominasi 

peringkat baik, Menteri menetapkan predikat cterbaik 

secara nasional. 

Predikat terbaik secara nasicnal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliput:: 

a. 1 (satu) daerah provins: vang berpredika= verbaik 

untuk masing-masing kategori kemampuan 

keuengan daerak tinggi, sedang dan rendak: 

b. 1 (satu) daerah kabupaten yang berpred:kat cerbaik 

untuk masing-masing kategori kernampuan 

keuengan daerak tinggi, sedang dan rendak: can . 

c. 1 {satu} daerah kota yang berpredikat terbaik untuk 

semua kategori kemampuan keuangar daerah 

tings], sedang dan rendaz. 

Hasil pengukuran IPKD vagi Pemerintah Daerah 

berpredikat terbaik secars naSional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2}, dapat diiadikan dasar dalam 

pemberian insentif sesuai dengan ketentuan seraturan 

perundarg-undangar.. 

Menteri memberikan penghargaan sebegaimena 

dimaksud pada ayat (1) secara nasional pada Bulan 

Agustus setiap tahun.



Pasal 27 

(1) Berdasarkan hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintan 

Daerah dengan peringkat sangat perlu perbaixen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huru? c, Menteri 

menetapkan predixat terburux secara nasiona.. 

(2) Predikat terburuk secara nasional sebage:mana 

dimaksuc pada ayat 1) melip.t: 

a. 1 (satu) daerah provinsi vang berpredikat terburu 

untuk masing-mesing kategori kemampuean 

kevangan tinggi, sedang, dan rendah; 

b. il (satu) daerah ‘kabipaten yang berprediket 

terburuk © untuk — masing-masing kategori 

kemampuan keuangan tinggi, sedang, dan vrerdeh; 

dan . , . 

c, 1 (satu) daerak kota yang berpredikat terburck 

cuntuk semua ketegori kemarapuan keuangan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

BAB V 

PENDANAAN 

| Pasal 22 

(1) Pendanaan calam pengukurar IPKD Pemerintah frovinsi 

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belenja 

Negara. 

(2) Pendanaan dalam rangka perngukuran IPKD Pemerintan 

kabupaten/kota d:bebankan pada APBD provinsi. 

(3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) 

dan ayat (2), pendanaan dapat berasal dari sumer iain 

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan keventuan 

peraturan perundang-undangen. 

Pasal 23 

Pengukuran IPKD untuk vertama kali dilakukan ternadep 

dokumen perencanaan pembanguzan daerah, per.gangearan, 

pelaksanaan, penyerapan anggaran, laporan hasil 

pemeriksaan etas LKPD Tahun 2012.
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BAB Vi 

KETENTUAN PZNUTUP 

Pasal 2¢ 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 

diundangkan. 

tangzal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri -n- dengan penempetannya 

dalam Berita Negara Republik Indenesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Maret 2020 

MENT=RI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Maret 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2C2G NOMOR 284 

Salinan sesuai cengan aslinya 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI CALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 202C 

TENTANG PENGUKURAN INDEKS PENGE_LOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

TEKNIS PENGURKURAN "NDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pengukuran IPKD dapat Cilaxukan melatui beberapa langkah sebagai berikuz: 

A. PENCUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAF 

Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi IPKD dengan ~anapan 

sebagai berikut: 

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan den Penganggaran (D.1} 

a. kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD (D.?.1) 

Penilaiar. terhadap kesesuaian program RPJMD dar. RKPD 

dilakukan dengat memperhatikan nomenklatur program yang 

tercantum antara cckumen RPJMD dan RKPD. Apabila covnaeridatur 

program pada masing-masing urusan pemerintahan dan porangkal 

daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada Kesesucan 

dengan mnomenklatur program pada masing-masing urusen 

pewierintahan dan perangkat daerah calam RKPD, waka cin‘ai 

mennlik, kesesuaiax: dan diberikan skor 1. Sebaliknya, epabia 

nomenkiatur program pada masing-mesing urusan peinermtahan 

dan peran givat caeran yang tercantum daiam RPUMD, dicermat: ticaik ni   

memiliki Kesesuaan atan tidak ditemukan dengan melhat 

nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintaran 

dan perangkat daerah dalarn RKPD, maka dinilal tidak memiLikt 

kesesuaian dan diberikan skor Q. 

Penentuan s<or kesesuaian arntara Program RPJIMD dan RKPD 

adalah dengan mer jumlahkan skor masing-masirig program yang 

sesua: dan yang tical sesuai, dan selanjutns ya. dibagi dergen fumah 

selurun orogram veda masing-masing virusan pemerintahan can 

perangkat dacrak pada RPJMD atau RKPD (jumlah toral crogram 

yang ferbesar). Porzadasi untuk pencntuan skor antare jumlah skor 

kesesuaian denva: 

  

sumlah program tersetut adalah sebegai herikut:



Contoh simulesi penghitungan 

7 

_ tumlah Skor Kesesusian [= me 
Jurilah Program 

skor kesesuaian antara program 

RPJMD dan RKPD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut: 

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
  

Tabel 1.1 

Penentuan 8 estaian nomenkiatur program RPJMD dan RKPD 

No; RPUMD RKFD Penilaian Penentuan Skor 

1 | Program A | Program A | Sesuai 1 | Jumiah sesuai = ¢ 

2 Program B | Program B | Sesuai 1 | Jumilah tidak sesuai = 5 

3 | Program C | - tidak sesuai | C | Jumlah Program = 9 

4 - Program D | tidak sesuai !C 

5 | Program E | Program E | Sesuai 1 | Skor D.1.1 = 

6 | - Program F | tidak sesuai | C | MmebSkor Xesesualar 
: : jumlah Program 

Foie | Program G | tidak sesuai | C 

8 | Program H | - tidak sesuai | C . : = 0.444 

9 | Program! ,Program{ | Sesuai 1 

| | Total | 4 
t i 

Keterangan: 

1. Prograrn yang 

daerah. 

dinilai adalah program pada urusarn pemerntahan 

2. Untuk program sesuai.diberi nilai 1, dan ticak sesvai diber: nisi 0. 

b. kesesuaian nomenklatur program RKPD can KUA- PPAS (D.1.2) 

Penilaian terhadap kesesuaian program REKPD dan KUA-PPAS 

dilakukan 

tercantum 

nomenklatur prograzr 

dan perangkat daer 

kesesuaian 

dengan 

dengan. 

antare dokumen 

memperhatikan ncmenklatur 

RKPD dan 

ah yang cercantum celam RKPD, 

nomenkiatur program pada 

program yang 

KUA-PPAS. Apatila 

i pada masing-masing urusan pemermntakan 

dicermeti aca 

masing-Mmasi1g 

urusan pemerintakhan dan perangkat daereh dalam KUA-PPAS, maxa. 

dinilai mezniliki kesesuaian dan diberikar. skor i. Sebaliknya, epabiia 

nomenkiatur 

dan perang 

me miliki 

progr am pada masing-masing Urasan pemerintahan 

¢ daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati tidak 

Kesesuaian 

i 

atau tidalk diremukan dengan melihat 

 



- 18 - 

nomenklatur program. pada masing-masing urusan pemerintanan 

dan perangkat caeran dalam KUA-PPAS, maka dinilai tidak memiiki 

kesesuaian dan diberikan skor O. 

Penentuar. skcr kesesuaian antara Program RKPD dan <UA- 

PPAS adalat dengar menjumlankan skor masing-mas:ng program 

yang sesuai dan yarg tidak sesuai, dan selanjutnya difagi dengan 

jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerirtahan 

dan. perangkat daerah pada RKPD dar KUA-PPAS (jumen total 

program yang terbesar). Formuiasi untuk penentuan skor antar 

jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adaiah 

sebagai berilut: 

Tumlah Kesesuaian Pragram 
Sker D i.2 = 

Jumlah Progranc 

Contoh simuias. penzukuran kesesuaian antara program RKPC dan 

KUA-PPAS sebagaimana ditujukan pada tatel berikut: 

Tabel 1.2 

Penentuan Skor Kesesueian momenkiatur program RKPD dar. KUA-PPAS 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

          

No | REPD | KUA-PPAS | Penilaian. Penentuan Skor 
: . Ss 4 

1 | Program A , Program A | sesuai [> | Jumiah sesuai = 5 
i 1 

2 |Program B | Program B | sesuai ~ | Jumlah tdak sesuei = 4 | 

3 /- Program C | Tidak sesuai|O | Jumiah Program =? 

4 Program D | Program D | sesuai 2 | Skor D.1.2 =- jantina sesaai 
Jumilah Prcgram 

5 | Program E | - ‘| tidak sesuai | 9 | 

6 | Program F ;{ Program F | sesuai 1 5 | 
= 5 = 0.555 

7 | Program G | Program G | sesuai i 

8 oi- Program H | tidak sesuai | 4 
1 

9 | Program! | - tidak sesuai | 9 

Total |       Ql
 

  

Keterangan: 

1. Program yang dinilei adalah program pada urusan pemerintakan 

daerah. 

Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan mdak sesuai diberi nai 0.



kesesuaian nomerklatur program KUA-PPAS dan APBD (D.1.3) 

Penilaian ternacap kesesuaian program KUA-PFAS dan APBD 

dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yeng 

tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila 

nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintanen 

dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati 

ada kesesua:an dengan nomenklatur preeram pada masing-mas:ng 

urusan pemerintahan dan perangkat caerah dalam APBD, maka 

dinilai memiliki kesesuaian dan Cciberikar skor 1. Sebaliknya, apabila 

nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintanan 

dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati 

tidak memilki kesesuaian atau tidak citemukan dengan melihat 

nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintakan 

dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai tidak memiliki 

kesesuaian dan diberikan skor 0. 

Penentuan skor kesesuaian antera Program) KUA-PPAS dan 

APBD adalah dengan menjumlankan skor masing-masing program 

yang sesuai dan yang tidak sesuai, darn selanjutnya dibagi cengan 

jumlah s seluruh program pada masing-mzsing urusan pemerimtahan 

dan perangkat daerah pada KUA-PPAS can APBD (jumiahk total 

program yang  terbesar). Formulasi untak penentuan skcr artara 

jumlah skor kesesuaian dergan jumiak program tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Jum: ah Kesesuni aign Program 
Skor D.1.3 = 2m 

Tumlah Program 

Contoh sirnulasi vergukuran kesesuaiar antara program KUA-PPAS 

dan APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut: 

  

  

  

  

        

Tabel 1.3 

Penentuan Skor Kesesuaian noment-atur program KUA-PPAS dan APBD 

| No} KUA-PPAS | APBD | Penila‘an Penenzuan Skor | 

1 | Program A | Program A | Sesuai | 1. Jumieh sesuai = _ | 

2 |Program B | Program 3 | Sesuai 1 Jumieh tidak sesua.= 4 | 

3 | Program Cy. dak tidak sesuai |O J umlah Program = 9 | 

4 | | 1 | 
od   Program D | Program © rm | Sesuai 

a £ ~ 
 



  

  

  

  

  

  

            
  

No | KUA-PPAS APBD Penilaian Penentuar Skor 

- Prog-am — | tidak sesuai |O Skor D.1.2 = 

Program F Program F Sesuei 1 “urclah kesesualan program 

. Jumlah Program 

Program G | Program G | Sesuai 1 

8 Program H | - j tidak sesuai | 0 5 
i = = 0.555 

Q | - Program] | tidak sesuai 
| 

Total 

Keterangan: 

1. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintahan 

2. 

daerah. 

Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0. 

  

d. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (D.1.4) 

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per prograr: RKPD 

dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian 

antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD can 

KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesua:annya setelah dilakuken 

scoring. Jumlah scoring kesesuaian pagu program pada masing- 

masing urusan pemerintahan den perangkat daerah yang tercanvum 

dalam RKPD dibandingkan dengan KUA-PPAS telah ciperciek maka 

dapat diketahui jumlah kesesuaian pagu program. 

Apabila jumlah pagu per program antare RKPD dan KUA-PPAS 

memiliki kesesuaian make diberikan szor 1. Sebaliknya, apabila 

jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memitiki 

kesesuaian atau jumiahnya berbeda, maka Ciberikan skor 0. 

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumiah pagu per 

program RKPD dan KUA-PPAS adalah cengan menjumiahxan saor 

masing-masing pagu per program pada urusan pemerintahan dan 

organisasi yang tercantum delam RKPD dan KUA-PPAS yang sesuai 

dan yang tidak sesuai, selanjutnya dibegi dengan jumlah seluruh 

program pada masing-masing trusan pemerintahan dan nezangkat 

daerah pada RKPD dan KUA-PPAS (Gumilah total program yang 

terbesar). Formuiasi untuk penentuan skcr kesesuaian pagu program 

tersebut adalah sebagai berikut: . 

Jumleh kesesuaian sag~ 
Skor D.1.4 =   

Jumiah Program



b~
t i ho
 

Contoh simulasi pengukuran. Kesesuaian antara pagu RKPD dan 

KUA-PPAS sebagaimena ditujukan pada tabde. berikut: 

Tabel 1.4 

Penentuan Skor Kesesuaian pagu program RXPD dan KUA-PPAS 
  

  

  

Program Pag 

No KUA- | KUA- Penentuan Sker 

RKPD PPAS RKPG | PPAS | 

1 Program | Program | Rp A = Rpa | Sesuai ‘1 | Jumlah sesuai = 3 

A A | Jumlah ticak sesuai 
  

2 |Program | Program ,;RpB | Rp B- | Tidak sesuai O!1=6 

  

    
  

B B (kurang dari Jumlah Programm = 9 

pagu) 

3 - Program |- «|| Rp C - | Tidak Sesua: 6 | Sker D.1.4 = 

Cc Tumlah kesesuaiaa pagu 

4 | Program | Program | Rp D | - Tidak sesual 0 jumlah “rogram 

D D (tidak | 
3 

dianggarkan, | 9 = 0333 

3S | Program | - - 'RpE | Tidak sesuai Cc 

E (Anggaran 

Baru muncul) 
  

  

  

f 

| 

| 

| 
t : 

| Rp FP Sesuai 1 
[ 

| 

| 

| 
| 
| 

      
  

              
    

6 Program {| Program ; Rp F 

F F 

7 Prograrn ; Program | RpG .RpG | Sesuai 1 

: G G 

8 I- Program | - | Rp H_ | Tidak sesua: Q | 

H (Arggaran Baru 

muncul) 

9 | Program | - Rol - Tidak sesua: 0 

I | (ticak | 

| dianggarkam | | 

| Total | _ 3 

Keterangan: : : - | 

1. Pagu yang dinilai adalah pagu program pada urusan permerintahan daerek. 

2. Untuk pagu sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.
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T 

kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD (D.1.5) 

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA- 

PPAS dan APBD yang dilakukan dengan mempernatikan kesesuaian 

antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS 

dan APBD, kemudiar dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan 

scoring. Jumlak scoring kesesuaian pagu program pada masing- 

masing urusan pemerintahan dan perangxat daerah yang tercantum 

dalam KUA-PPAS dibandingkan dengan APBD telah ciperoleh maka 

dapat diketahui jumlah kesesuaien pagu program. 

Apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD 

memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila 

jumlah pagu per program antera KUA-PPAS dan APBD tidak merilixi 

kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka d:berikan sxor 0. 

Penentuan skcr kesesuaian antara kesesuaian jumlah pagu per 

program KUA-PPAS can APBD adalah céengan menjumlahkan skcer 

masing-masing pagu per program pada urasan pemerintahan den 

organisasi yang tercentum dalam KUA-PFAS dan APBD yang sesuai 

dan yang tidak sesuai, selarjutnya dibagi dengan jumlah selaruh 

prograrn pada mesirg-masing urusan pemerintahan dan perangkat 

daerah pada KUA-FPAS dan APBD (jumlan total program yeng 

terbesar). Formulasi antuk penertuan sker kesesuaiar ¢agu program 

tersebut adalah sebagai berikut: 
1 

; umlah kesesuaian nagu 
“Skor D. 1.5 = Smehteteeenme 

Jumlah Prograre
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1 

Contch simulasi pengukuran kesesuaian antara pagu KUA-PPAS dan 

APBD sebagaimana citujukan pada tabel berikut: 

Tabel 1.5 

Penentuan Skor Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan AP3D 
  

Program Pagu 

No | KUA- KUA- Penentuan Skor 

PPAS APBD PPAS , APBD ! 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

      

  

                
  

1 Program Program  RpA | RpA Sesuai 1 |Jumlah sesuai 

A A : . =3 

2 | Program | Program | Rp Rp Bj Tidak sesuai O |Jumiah tidak 

B B | B- sesuai = 6 

3 | Program | - Rp - | Tidak Sesuai |O |Jumlah 

Cc C- Prograr = © 

4 | Program | Program | - Rp D- | Tidak sesuai 0 | 

D Dd , Skor D.1.5 = 

5 f- Program | RpE |- Tidak sesuai 0 Jumlah sesua. 
| : z | | Jumlah Progr-arn ! 

& | Program | Program |RpF | Rp F Sesual 1 , | 

Fe F . | i = 5 = 0.333 | 

7 | Program | Program |RpG|RpG_ | Sesuai 1 | 

G Gr | 

& | Program | - Rp H | - Tidal sesuai QO ! 

9 ! - Program - Reo] Tidak sesuai 0 : 

! i | 
| 

Po Total ; | 3 | 

Keterangan: 

1. Pagu yang dinilai ada_an pagu program pada urusan pemerintahar <serah. 

2. Untuk pagu sesuai diveri nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.
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Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD “.2) 

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja calam’ APBD merupakan 

salah satu dimensi yang diukur dalam IPKE. Indikator-indikator yang 

terdapat dalam dimensi Pengalokasian anggeran belanja dalam APBD 

merupakan beberape amanat peraturan perundang-undangan (mandatory 

spending). Indikator-:ndikator yang digunakan <erdiri dari: 

a. 

oO 

Alokasi jumlah belanja untuk fungsi perdidikan sectesar minimal 

20% dari APBD. 

Alokasi jumlah belanja untuk urusan keschatan sekesar mirimal 

10% dari APBD di luar gaji. 

Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam 

alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer 

Umum. 

Aickasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal. 

Penentuean Sker untuk masing-masing indikator pada cimensi 

Pengalokasian Arggaran Belanja Dalam APBD cilakukan dengan 

cara: 

a. Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 

1. 

b. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memeruhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturar: perundang: 

undangan diberikan skor 0.



Contoh simulasi penentuan skor masing-masing indikator vaca 

dimensi pengalokasian anggaran kelanja calam APBD sebagaimara 

ditujukan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penentuan Skor Indikecor 

Dimens: Pengalokasian Anggaran Beianja Dalam APBD 

  

| No Indixator Prasyarat | Skcr 
  

1 |Alokasi jumlah belanja untuk fungsi | Memenuhi i 

pendidikan sebesar minimal 20% dari 

APBD (D.2.1) 
  

Tidak 3 

Memenuhi 
  

2 |Alokasi furmlah telanja untuk urusan | Memenuhi 2 

kesehatan sebesar minima: 10% dar: 

APBD di luer gaji (D.2.2) 
  

  

    
  

| Tidak 0 

Memenuhi | 

3 | Alokasi jumlan belarja untuk | Memenuhi 

infrastruktur yang langsung dalam | 

alokasi dana transfer sebesar minima: Tidak 0 

25% dari Dana Transfer Umum (D.2.3) Memenuhi 
    4 | Alokasi jumian be:anja untuk memenuh: Memenuhi 2 

Standar Pelayanan Minimal (D.2.4) 
    Tidak 0 

Memenuhi     
dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) dimtung 

dengan meniumlahkan skor masirng-masing :odikator dibagi cengan 

jumiah indikator, yang ciformulasixen sebagai berikut: 

Indeks D.2= Skor rata-rata x bobot



Contoh simulasi Indeks cimensi pengalokasian anggaran belanja dalam 

APBD (D.2) sebagaimana Ccitujukan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD 

  

  

Indikator Skor | Sor rata-rata | Indeks (D.2) 

Alokasi jumlah belanja unzuk fungsi | 1 = L+i+1+i D.2= 2x20 

pendidikan sebesar minimai 20% 4 = 29 

dari APBD =] 
  

Alokasi jumlah Cbelanja untuk | 1 | 

urusan kesehatan sebesar minimal 

10% dari APBD di luar gaj: 
  

  
Alokasi jumlah belanja unituk/ 1 

Alokasi jumlanh telania untuk. | 

infrastruktur yang largsung dalam , | 

alokasi dana transfer sebesar 

minimal 25% der: Dane Transfer   
Umum 
    

memenuhi Standar Pelayanan     | 
i 

Minimal. | 
  

Keterangan: 

1. Indeks Dimensi pengalokasian anggaran selanja dalam APBD (D.2) 

adalah skor rata-rata dikali bobot. 

Bobot yang diberikan untuk dimensi pengalokasian anggaran telanja. 

dalam APBD ada_an 20. 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (0.3) 

Dimensi transparansi pengelclaar. kevangan daerah mencakup indikator: 

1) ketepatan waktu: dan 

2) keteraksesan. 

Pengukuran atas ketepacan waktu dan keteraxsesan tersebut cuakukan 

terhadap beberagpa dokum-en yaitu: - 

1. Informasi Ringkasan Dokumen REPD. 

2. Informasi Kebijakan Jmum Anggaran. 

3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran. 

4. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPLC.,



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

L5. 

16. 

17. 

18. 

19, 

b
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Informasi Ringkesan Dokumen REA PPKD 

Informasi Ringkasan Dokumen Rancangaz Peraturan Daerah tentang 

APBD. 

Informasi Peraturan Daerah tentang APBC 

Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 

Informasi Rirn.gkasan DPA SKPD. 

Informasi DPA PFED. 

Informasi Realisasi Pendapatan Daerah. 

Informasi Realisasi Belanja Daeran. 

Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah. 

Informasi Ringkasan Dokumen Rancangar Perubahan APBD. 

Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 

Informas: Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

APBD. . 
Informas: Ringkasan RKA Perubanan. 

Informas: Rencana Umum Pengacaan. 

Informas: SK Kepala Daerah tentang Pejacoat Pengelo.a Keuangan 

Daerah. _ 

Informasi Peraturan Kepala Daerah tentarg Kebijakan Akuntansi. 

Informasi Laporan Arus Kas. 

Informasi Laporan Realisasi Anggaran Selurch SKPD. 

Informasi Laporar. Realisasi Anggaran PPED. 

Informasi Nezaca. 

Informasi CaLK Pemerintah Daerah. 

Informasi Laporar. Keuangan BUMD/Pervsahaan Daerak. 

Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunarn Pemer:rntah 

Daerah. 

Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APSD. 

Informasi Opini BP.
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Keterangan: 

1. Ketepatan waktu penyaiian. Nia . 1 diberikan jika 

informasi/doxumen pengelolaan xcuangar caerah yang diukur telah 

tersedia atau disajikan dalam situs jaringan ~esmi pemerintah daerah 

atau Sistem Informasi Pemerintahan Deerah dalam waktu valing 

lama 30 hari setelah ditetapkan, dan nila: O diberikan untuk kondisi 

sebaliknya. 

a. RW adalah Rentang Waktu (kolom 2- co_om 1). 

b. BAU adalak Bates Akhir Unggah/Pukiikasi (SO hari). 

c. S/TS adalah sesuai/tidak sesuai, dirilai 1 jika RW < BAU, dan 

dinilai O jika RW > BAU. 

2. Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelclaan 

keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau 

diunduh secara umum dan terbuka uatuk publik melalui situs 

jaringan resmi permerintah daecrah atau Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerak dan nilai 0 diberikacz untuk kondisi sebaliknya. 

Berdasarkan uraian di atas, meka pengukuran indeks cimensi 

transparansi pengelclaan keuangan daerah adalah perkalian skor rata- 

rata derigan bobot. Formulasi indeks dimensi transparansi pengeolacn 

keuangan daerah (D.3) sebagai berikuc: 

Indeks D.3= Skor vata-rata x bobot 

Contoh simulasi indeks dimensi transparansi pengelolaan xcuangan 

daerah (D.3) sebagaimana ditujukan pada tabe. berikut: 

  

  

  

    

Tabel 3.2 

Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Dacrah 

Indikator Skor | Sxor rata-rata | Indeks (D.3) 

Ketepatan Waktu 3/29 =0.103 =. 103+0.E90 D3 = 0.397 x 25 I 

Ketersediaan | 26/29 =0.690 2 } = 5.955 

| =3.397 | | 
 



Keterangan: 

1. Dimensi transparans: dihitung dengan cara mengalikan skcr rate- 

rata dengan bobot. 

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi cransparansi penge.olaan 

keuangan daerah ada_ah 15. 

Penyerapan Anggaran (D.4) 

Dimensi penyerapar anggaran sebagai suatu kewajibar yang 

fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan arggaran 

merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimula dari 

perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggarar dan 

penetapan, pengawasan dan pertanggungjawakan keuangar. Peryerapan 

anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaraz dan 

realisasinya. 

Penentuan skor masing-masing indikator =ntuk dimensi penyerapan 

anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan real:sas:nya. 

Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencepai sara atau 

diatas 80% (2 80%) maka skor diberi angka 1. Sebalixnva persentase 

anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% (< 8C%), maxa skor 

diberikan angka O. 

Contoh simulasi penentuan skor masing-masirg indikator pada cimensi 

penyerapan anggaran (D.4) sebagairnana pada tabel berikut iri: 

Tabel 4.1 

Penentuan Skor indikator pada Dimensi Penyerapan Anggaran 
  

| No | Indikator Persentase Sker 

Penyerapan 

Anggaran 
  

1 | Penyerapan anggaran belanja pegawai | 3.2% ~ 

  

  

  

2 Penyerapan anggaran belanja bunga E2.7% i. | 

3 | Penverapan anggaran belanja subsidi 1.5% 2 

4 | Penyerapan anggaran belanja hibah 85.3% ~ 
  

15 | Penyerapan anggaran belanja bantuan | ¢9,9% i   sosial       
 



Go
 

an
 

  

  

  

  

      

No Indixetor Fersentase Sor 

Penyerapan 

Anggaran 

6 |Penyerapan arggaran belanja bagi | &€,6% x 

hasil dan bantuan keuangan 

7 |Penyerapan anggaran belanja tidak | 6+,6% ee 

terduga ! 

8 | Penyerapan anggaran barang aan jasa | &7,7% 1 

9 : Penyerapan anggaran belanja madal G3,5% 1       
  

Penyerapan anggaran dalam APBD adalah sker rata-rata dikali dengan 

bobot. Formulasi indeks d:mensi penyerapan arggaran sebagai berixuc: 

Indeks D.4= Skor rata-rata x bobot 

Contoh simulasi penghitungan indeks dimemsi penyerapan anrggaran 

dalam APBD (D.4) sebagaimana pada tabel berikut ini: 

Tabeil 4.2 

Penentuan Skor Indikator pada Dirmensi Penverapan Anggaran dalam 

APBD 

  

  

  

  

  

  

bantuan keuangan 

belanja bagi hasil dan 

    Penyerapan anggaren     

Indikatcr Skor | Skor rata-rate Inceks (2.4) 

Penyerapar. anggaran I [= T+d+1+14+1+14+1+14+1 4 1x 20 

bdelania pegawai c . = 20 

Peryerapan anggaran 1 =1 

belanja bunga 

Penyerapan anggaran 1 

belanja subsidi 

Penyerapan  anggaran 1 

belanja hibah | 

| Penyerapan anggaran 1 

belanja bantuan sosial 

Penyerapan anggaran 1 
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belanja tidak terduga 
  

Penyerapan anggaran 1 

barang dan jasa 

  

Penyerapan anggaran 1       belanja modal 
  

Keterangan: 

l. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD = Skor rata-rata 

dikalikan behot,. 

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi pemyerapan anggaran acalah 

20. 

Kondisi Keuangan Daerah (D.5) 

Kondisi Keuangan Maerah adalah kemampuan keuangan suetu 

pemerintah daerah uncuk memenuhi kewajibannya (Kemandirian 

Keuangan, Fieksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, So_vabilitas 

jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, car: Solvabilitas Lavanac), 

mengantisipasi kejadian tak terduga; dan sntuk mengeksekusi hak 

keuangannya secara efisien dan efektif. 

Indeks dimensi kordisi keuangan daerah dilinat dari 6G [(enam! 

indikator pembentuk kendisi keuangan pemerintah daerah, dengan 

formulasi sebaga:mana djclaskan dalam tabel serikut ini:
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Tata Cara Penilaian: 

a. Menentukan kelompck acuan pemeririah daerah yang setara 

didasarkan atas tipe pemerintahan yaitu. pemerintah provirsi dan 

kabupaten / kota. 

Menghitung indeks indikator. 

Indeks indikator dihitung berdasarkan hesil sembagian antava niai 

aktual dan dikurangi nilai minimum dar nilai maksiryum cixurangi 

nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terendah dari semua cata 

yang diobservasi sclama periode pengamatan. Nilai maksimum 

adalah nilai aktual tertinggi dari semua daca yang diobservasi selama 

periode pengamatan. Indeks akan memilix. nilai tertirggi | dan nilai 

terendah 0. 

nilat aktual — ndlai minimum 
  

ndeks -nei r= ra : sot - 
Indeks -ndlikato (nilai maksimum — nilal minimum) 

Menghitung indeks dimensi yang cihitung dengar cara 

menjumlahkan semua indeks indikater dibagi dengan jumlah 

indikator yang membentuk dimensi. 

Indeks Indikator = (i indikator-1 + I indikater-2 +...41 indikator-n} : uo 

Menghitung indeks koncisi keuangan permerintah daerah. 

Indeks kondisi keuangan (IKK) pemerintah daerah ada-ah racte-rata 

tertimbang dari indeks-indeks dimensi. IKK dithitung dengan cara 

menjumlahkan seluruh hasil perkalian rmasing-masirg 30boc inceks 

dimensi. 

YD! 
Th 

FCI = 

Keterangan: 

FCi= indeks kondisi xeuangan; 

SDI = total indeks dimmensi; dan 

n= jumah dimensi.
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Contoh data dan informasi mengenai koncisi keuangan daereh yang 

bersumber dari LKPD dan dokumen lair sebagaimana pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 5.2 

Data dan Informasi Kondisi Keuengan Dzerafk: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
    
    

No Alun. Nlai 

1 Kas dar. setara kas 194,378,352,721.59 

2 Investasi Jk. Pendek 0 

3 Kewajiban Lancar i 7 2,934 ,928,325.24 

4 Total Asset Tetap 4,478,659 ,646.379.99 

5 Kewajiban Jk Panjang 3 

6 Total Kewajiban 12,934,928, 325.24 

7~~|TotalPendepatan | 3,899, 192,985 313.51 

8 | Pendapatan DAX , 643,207,672.956,00 

9 Belanja Pegawa: 707,929 899,606.50 

10 | Total PAD ) "673,749, 196,521 51 | 

11 | Total Pendapatan LO 3,992 353,232,782 41 

| 12 | Total Beban LO 3,253,208,651,405 02 

| 13 DAK LO | 643,207 672,956.00 

| 14 Jumiak Pendadak : ~ 3,627,062 
  

Keterangan: 

i. Sumber data dan :nformasi mengenai xondisi keuangan daerah 

diperoleh dari LEPD “LRA, neraca, dan LC): 

2. Jumlah penduduk diperoieh dari. dokzmen atau leporan yang 

diterbitkan olen Kemendagri.



Contoh simulasi kasil pengukuran masing.masing indikator pada «ond:si 

keuangan dalam 1 provinsi dengan menggunakan rumus Cc: atas 

sebagaimana digambarkan pada tabe! berikut: 

Tabel 5.3 

Hasii Pengukuran Masing-Masing Indikator rada Kondis: Keuangan 

Daiam 1 Provinsi 
  

    

  

    
  

  

  
          

No Indikater : Rurmus Hasil | 

1. | Kemandirian ; Total PAD /  tota.! 0.429 

keuangan | pendapatan 

2. | Fleksibilitas frotal pendapatan -| 4.517 

keuangan DAK) / (tote. 

| kewajiban + belania 

pegawai} 

3. | Solvabilitas ‘Total pendapatani LO | 1.G29 

operasional j-  pendapatan DAE! 

! LO) / total beban LO. | 

a, Solvabilitas Jk. | (Kas dan setara kas - | 15.027 | 

Pendek investasi jangka | 

pendek)/ kewajiban | 

lancar | | 

5. | Solvabilitas Total asset tetap’ | 4,478,666 ,646,379.902 

| ‘jangka panjang kewajiban jangka | . 

panjang | 

6. |Solvabilitas | Total asse. tetap‘ | 1,234,486.372 

| iayanan jumiah penduduk | | 

  

Selanjuinya, apapila seliruh provirsi telah cihitung kondisi xcuangen 

dengan menggunakan rumus di atas (Kemandir.an kenangan, Fleksibilitas 

keuangan, Solvabilitas operasional, Solvabilitas Jk. Pendek, Sclvabilitas 

jangka panjang, Solvabittas layanan}, maka dapat ditentukan rasio 

masing-masing provinsi. Resio. tersebut dituangkan dalam tabel yang 

selanjutnya diurutkan berdasarkan daerah provinsi yang akan diukur 

indeks kondisi Kcuanganrya.
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Berdasarkan nasil penghitungan rasio 15 Provinsi diatas, make dapat 

dilakukan penghitungan :ndeks rasic provinsi pada indikator i dengan 

menggunakan rumus: 

so rila: aktual pada penghitungan resio -nilai minimal pada rasio tersebut, 

Indeks Rasio in = $ pee P -   

(nilai maksimel—nilai minimal) 

in= Indikatorn 

(il= kemandirian xeuangan, i2= flexsibilitas keuangar, i6= 

solvabilitas operasional, i4= solvabilitas jx. pendek, i5= solvabilizas 

jangka panjang, dan :6= solvabilicas layaren).
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Keterangan: 

1. Untuk menghitung Indeks rasio i: Provinsi 

(0,429~0,167) 0,262 _ : =(029- 0:67) 9262 _ 9.506 
(0,686~—0,167) 0,519 

2. Penghitungan indeks rasio i lainnya dan indeks rasio untuk 14 Previnsi 

lainnya, mengikuti conteh penghitungan indeks rasic Provins:.N. 

Selanjutnya untuk menghitung IKK Provinsi N diperoleh dari rata-rata 

indeks Provinsi N. Sebagaimana contoh simulas: Derikut ini: 

  

0,506+0,405+0,CTS4140,16140,026 2,173 
== = 0,362 Penghitungan IKK Provinsi N = = 

Bobot yang diberikan untuk dimensi kondisi keuangan daerah adalah 15, 

maka hasil penghitungan IKK Provinsi N dikali dengan bobot adalah: 

IKK Provinsi N x 15= 15 x C.362 = 5,43. 

6. Opini BPK (D.6) 

Pemberian opini atas LKPD dilakukar cleh BPK sesuai dengan 

amanat peraturan perundang-undangan. Unrik memberikan opin: atas 

LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan 

bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaezan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil opini BPK atas LKPD, maza dalam pengukurar skor 

dimensi opini BPK dipercieh dengan cara: | . 

1. Apabila pemerintah daerah mempceroleh. spini WTP secara 3 tanun 

terakhir berturut-turut akan diberikan skcr i. 

2. Apabiia pemerintah daerah memperolek opini WTP secara 2 tahun 

(dalam masa 3 tahun terakhir beriturut-turut akan diberiker skor 

2/3 (0,667). 

3. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 1 tahun 

(dalam masa 2 tahun terakhir perturutturut akan diberikan skor 

1/3 (0,334). 

4. Apabila pemerintak. daerah memperolek opini disclaimer diber:kan 

skor 0. . 

Contoh: Provinsi N selama 3 tahun terexhir secara bervarut-Tarut 

memperoleh opini WTP, maka diberi sker tertnegt yaitu 1. 

Bobot dimensi opini BPK adalah 1s.



Selanjutnya, untuk menghitung :ndeks dimensi opini BPK atas 

adalah skor x bobot. 

~47 - 

LKPD 

Hasil pengukuran indeks dimensi Opini BPK adalah sxor x bobct = 1 

  

  

  

  

  

  

    

x15 = 15. 

7. Indeks Pengelolaan Keuargan Daerah (IPKD) 

Pengukuran IPKD cilakukan dergan menjurmlah selurun hasil indexs 

dimensi. Sehingga has:1 pengukuren IPKD sebagaimana takel -erikut ini. 

Tabel 7.1 

Hasii Pengukuran IPED 

| No Dimensi Indeks Total Indeks IPXD’ 

1 | Kesesuaian dokumen E66 | 

perencanaan dan 

penganggaran (D.1) ! 

L | 
2 | Pengalokasian arggaran, 20 

| 
belanja dalam APBE (D.2} ; 

=D 1+D2+D.3+D.4+D5+D6 | 
3 | Transparansi pengelolaan. 5.955 ; | 

= £,66420+5.955+2045.434+15 | 
keuangan ({D.3) | 

ot | = 73.045 
4 | Penyerapan anggaran (D.4) 20 | 

| ~ 
|S i Kondisi keuangan daerah j 3.43 

| (1.5) 

6 | Opini BPK {D.6) is | 
_ |       
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PEMERINGKATAN DAK PENGATEGORIAN BERDASARXAN — HASIL 

PENGUKURAN IPKE 

Setelah seluruh provinsi atau. kabupater/xota telah diketahui rilai 

IPKD-nya, kemudian disusun dan diranking >erdasarkan nilai IPKD dari 

yang tertinggi hingga yang terendah. “cntoh rekapitulasi hesil 

pengukuran IPKD untuk 20 provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Pemeringketan Daerah 
  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

    
  

    
  

  

  

  

      
  

| NO PROVINS! IPKD 

i Provinsi A [76 424 

2 | Provinsi B 76 325. 
3 Provinsi C 78425 

4 Provinsi C | 78.213 

5 Provinsi E TT. 6F2 

Ke Provinsi F 745.732 

7 Previnsi GC 72.450 

8 | Provinsi F 75.641 
9 Provinsi J 72431 

10 Provinsi J 72,235 

11 | Provinsi K 74.123 

; 12 | Provinsi L 73.943 

/13 | Provinsi M 73.560 

14 Provinsi k . 72045 

| 15 Provinsi GC 72.150 

| 16 | Provinsi P 72.05 

17 | Provinsi © 65.223 
18 |Provmsi— 6C.786 

“19 | Provnesi & 56.893 

: 20 Provinsi T o ./86 

[MEAN - 72.708     

) OT BEV | 6.544 
1 
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Setelah data tersusun veringkatnva kemudian dihitung ntlai rata- 

rata/nilai tengah (MEAN) qari keseluruhen nilai [PKD dan stardar 

deviasi/simpang bakunya (STDEV). Dari takel di atas diketahu: MEAN= 

72.708, dan STDEV=6.544. 

Pengkategoriar. hasil IPKD dilakukar berdasarkan karalkter:stis 

distribusi normal. IPKD dikategorikan BAK bila nilai 7PKD daerah 

tersebut lebin besar Cari nilai MEAN+(1 x stancar deviasij. Kemudian, nilai 

IPKD dikategorikan PERLU PERBAIXAN jike nilai IPKD berada dianzara 

nilai MEAN-(i x standar deviasi) dan M=AN+(1 x standar deviasi). 

Terakhir, nilai IPKD dikeiegorikan SANGAT PERLU PERBAIKAN bila nilai 

IPKD kurang dari MEAN-(1 x standar deviasi). 

MEAN+(1 x STDEV)= 72.708+(1 x 6.544)=79.252 

dan MEAN-(1 x STDEV)= 72.708-(1 x 6.544)=66. 154. 

Berdasarkan hasil simulasi penghitungan [PED pada 20 provinsi tersebut 

di atas, maka ditentukar. kategori penilaian IPKD sebagaims na pada tabel 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

      

berikut: 

Tabel 2 

Pengkategorian [PKD untuk 20 Provinsi 

NO PROV_NSI © IPKD . [ KATEGORI _| 

‘1 | ProvinsiA | 79.424 

2 Frovinsi E 79,325 Baik 

3 Provinsi C 78445 

4 Provins: C 78.213 

3 Provinsi E 77.642 

6 Provinsi F | 76.732 

¢ Provinsi G 76.450 

& Provinsi E | 75.641 

9 Provinsi I “75,431 

10 | Provins! J 74.235 j Perlu 

LL Provinsi K | 74.123 Perbaikan 

P13 Provinsi L | 73.943 | 

13 | Provinsi M 73.560 
14 | Provinsi k 73.045        
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NO PROVINSI IPKD KATEGORI 

15 Provinsi O 72.150 

16 Provinsi P 72.015 

17 Provinsi Q 65.323 

18 Provinsi R 60.786 

19 Provinsi S 59.893 Sangat Perlu 

20 Provinsi T 57.786 Perbaiken         
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